
 

 

 

SALINAN 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang 

efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritiman tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses 

Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 
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4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang 

Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);  

7. Peraturan  Presiden  Nomor  10   Tahun   2015  tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 

2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 96); 

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; 

10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

KEMARITIMAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI 

KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN. 
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Pasal 1 

(1) Dalam upaya mewujudkan pengelolaan arsip dinamis pada 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, ditetapkan 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 

(2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis  

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. 

 

Pasal 2 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan bagi 

pencipta arsip sebagai panduan dalam melakukan pembuatan 

klasifikasi keamanan dan penentuan hak akses arsip dinamis, 

serta pembuatan daftar arsip dinamis berdasarkan klasifikasi 

keamanan dan akses arsip dinamis kepada publik dengan 

prinsip cepat, tepat, murah dan aman. 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 September 2018 

  

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

       Ttd  

   

 LUHUT B. PANDJAITAN 

 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  10 Oktober 2018 

      

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

              Ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1422 

  

 



 

SALINAN LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

11 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI 

KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 

KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dengan telah dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman Republik Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban bagi 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk menyelenggarakan 

pemerintahan menuju good governance. Salah satu komponen penting 

dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah administrasi 

umum.  

Sesuai Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, setiap Kementerian/Lembaga wajib memiliki 4 (empat) 

elemen pokok kearsipan, yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis serta Jadwal 

Retensi Arsip. 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman baru memiliki Tata 

Naskah Dinas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2016. Untuk itu, perlu disusun Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Sistem Klasifikasi 

Keamanan Klasifikasi dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Sistem 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman ini dimaksudkan untuk: 

a. mendorong unit satuan kerja sebagai unit pengolah untuk 

melakukan pemberkasan arsip secara tertib; 
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b. memberikan petunjuk kepada unit satuan kerja sebagai unit 

pengolah untuk melakukan pengamanan dan mematuhi 

kewenangan akses arsip sesuai klasifikasi informasi arsip yang telah 

di tetapkan; 

c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan 

agar dapat tetap tersedia, mudah dibaca, utuh, autentik, andal serta 

terjaga keamanannya; dan 

d. melindungi setiap arsip dari penyalahgunaan pengaksesan oleh 

pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak 

sah. 

2. Tujuan 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Sistem 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman ini bertujuan untuk: 

a. menjadi acuan teknis dalam pengklasifikasian keamanan dan akses 

arsip di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 

dan 

b. menyediakan layanan informasi arsip kepada pengguna arsip 

lingkup internal dan eksternal secara cepat, tepat, terotorisasi, dan 

aman. 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman ini mencakup: 

1. prinsip dan pengelola klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; 

dan 

2. klasifikasi arsip serta klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. 

 

D. Pengertian Umum 

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 

dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

telekomunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 

pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

3. Unit Kerja adalah organisasi kerja eselon I di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman. 

4. Satuan Kerja adalah organisasi kerja eselon II di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 

5. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan 

otoritas dalam penciptaan arsip sesuai dengan fungsi, tugas, dan 

tanggung jawabnya. 

6. Unit Pengolah adalah unit kerja pencipta arsip yang mempunyai tugas 

dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan 

kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 

7. Unit Kearsipan adalah unit kerja yang memiliki tugas dan tanggung 

jawab untuk melakukan penyelenggaraan dan koordinasi kearsipan. 

8. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan 

hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana untuk 

mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. 

9. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari 

hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. 

10. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi 

arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang 

ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, 

masyarakat dan perorangan. 

11. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap 

arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu. 

12. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi 

arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya. 

13. Arsip Biasa adalah arsip yang apabila informasinya diketahui oleh 

publik tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja satuan 

organisasi dan unit kerja kementerian/lembaga. 

14. Arsip Terbatas adalah arsip dari segi bobot informasinya apabila 

diketahui oleh publik yang tidak berhak dapat mengakibatkan 

terganggunya kinerja unit teknis di kementerian/lembaga. 
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15. Arsip Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui 

oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya 

fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau 

ketertiban umum. 

16. Arsip Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi yang 

apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan/atau keselamatan bangsa. 

17. Kode Klasifikasi adalah tanda pengenal isi informasi dalam naskah 

dinas berdasarkan sistem tata berkas. 

18. Resiko Strategis adalah resiko yang dapat mengganggu 

kebijakan/strategi pemerintah. 

19. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip 

bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. 

20. Pengguna Internal adalah orang/pihak yang menggunakan arsip yang 

berasal dari dalam lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman Republik Indonesia. 

21. Pengguna Eksternal adalah orang/pihak yang menggunakan arsip 

yang berasal dari luar lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman Republik Indonesia. 

22. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan 

ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal 

pemanfaatan informasi publik. 

23. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang 

bertanggungjawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan 

informasi di bidang publik. 

24. Satuan Organisasi adalah unsur organisasi Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman yang dipimpin oleh pejabat eselon I yang terdiri 

dari: 

a. Sekretariat Kementerian Koordinator; 

b. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim; 

c. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa; 

d. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur; dan 

e. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim. 
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25. Unit Kerja adalah unsur organisasi Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman yang terdiri dari: 

a. Biro; 

b. Sekretaris Deputi; 

c. Asisten Deputi; dan 

d. Inspektorat. 
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BAB II 

PRINSIP DAN PENGELOLA  

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS 

 

A. Prinsip Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan yaitu 

sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam 

pelaksanaan di lapangan. 

1. Prinsip Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis 

a. Klasifikasi arsip dilakukan dengan memperhatikan tingkat 

keseriusan dampak yang timbul apabila informasi yang terdapat 

dalam arsip disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak untuk 

tujuan dan kepentingan yang tidak sah.  

b. Pengklasifikasian keamanan arsip harus dituangkan dalam suatu 

ketetapan pimpinan berupa pernyataan tertulis yang disertai alasan 

sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tingkat klasifikasi. 

2. Prinsip Akses Arsip 

a. Pengaksesan arsip hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan pegawai 

yang mempunyai kewenangan untuk akses. 

b. Pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses arsip yang 

dibuat oleh pegawai di bawahnya sesuai dengan hirarki 

kewenangannya dalam struktur organisasi. 

c. Pejabat atau pegawai yang lebih rendah kedudukannya tidak dapat 

mengakses arsip yang dibuat oleh pejabat di atasnya kecuali 

sebelumnya telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang. 

 

B. Pengelola Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 

Pengelola Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip terdiri dari: 

1. Penentu Kebijakan 

Penentu Kebijakan adalah pejabat yang mempunyai tugas, fungsi, 

tanggung jawab, kewenangan kedinasan ke luar dan ke dalam instansi 

seperti pimpinan tertinggi sampai dengan pejabat eselon II. 
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Penentu Kebijakan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk: 

a. menentukan tingkat/derajat klasifikasi keamanan dan hak akses 

arsip; 

b. memberikan pertimbangan atau alasan secara tertulis mengenai 

pengklasifikasian keamanan dan penentuan hak akses arsip; 

c. menentukan sumber daya manusia yang bertanggungjawab dan 

mempunyai kewenangan dalam mengamankan informasi dalam 

arsip yang telah diklasifikasikan keamanannya; dan 

d. menuangkan kebijakan, dasar pertimbangan, dan sumber daya 

manusia yang bertanggung jawab dalam suatu pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan. 

2. Pelaksana Kebijakan 

Pelaksana Kebijakan adalah pejabat pada unit kerja yang melaksanakan 

fungsi dan tugas organisasi setingkat pejabat eselon III dan pejabat 

eselon IV. 

Pelaksana Kebijakan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk: 

a. memahami dan menerapkan klasifikasi keamanan dan akses arsip 

sesuai dengan kewenangan yang sudah ditetapkan; 

b. melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi 

keamanan dan hak akses arsip sesuai dengan kewenangan yang 

telah di tentukan; 

c. merekam semua pelanggaran yang ditemukan; 

d. melaporkan semua tindakan penyimpangan dan pelanggaran; 

e. menjamin bahwa implementasi tingkat klasifikasi keamanan dan 

hak akses arsip telah dikoordinasikan dengan pejabat yang terkait 

secara tepat; 

f. menjamin informasi yang berada dalam kendali pejabat yang 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap tingkat 

klasifikasi keamanan dan mempunyai hak akses arsip telah di 

lindungi dari kerusakan fisik dari akses, perubahan, serta 

pemindahan ilegal berdasarkan standar keamanan; 

g. mengidentifikasikan semua kebutuhan dalam rangka menjamin 

keamanan informasi dan hak akses arsip yang terdapat dalam arsip 

yang telah diklasifikasikan keamanannya; dan  

h. Menentukan Pengelola Arsip. 
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3.  Pengelola Arsip 

Pengelola Arsip meliputi Fungsional Arsiparis dan Fungsional Umum 

yang ditunjuk dan ditempatkan di unit kerja pengelola arsip. 

Pengelola Arsip mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola 

arsip di unit pengelola arsip di tingkat pejabat eselon II. 

4. Pengawas 

Pengawas adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan 

yaitu Inspektur/Auditor pada inspektorat. 

Pengawas memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk: 

a. menindaklanjuti pelanggaran dan penyimpangan yang ditemukan; 

dan 

b. melaporkan semua dugaan pelanggaran dan penyimpangan kepada 

Penentu Kebijakan. 

5. Penegak Hukum 

Penegak Hukum adalah pihak yang mempunyai hak untuk mengakses 

arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses 

hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi 

penegakan hukum. 

Penegak Hukum memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk 

mengakses arsip pada pencipta arsip terkait dengan perkara atau proses 

hukum yang ditanganinya. 

6. Publik 

Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan 

permohonan untuk mengakses arsip dinamis. 
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BAB III 

KETENTUAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS 

 

A. Ketentuan Umum 

Klasifikasi keamanan dan akses arsip Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Arsip yang tercipta di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, 

rahasia dan sangat rahasia. 

2. Klasifikasi tersebut diatas berbeda dalam: 

a. teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat kerahasiaan 

informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya; dan 

b. pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat kerahasiaan 

informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya. 

3. Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung 

jawab tugas dan kewenangannya. 

4. Publik dapat mengakses arsip Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman yang dikategorikan biasa sesuai dengan prosedur yang 

telah ditentukan.  

 

B. Klasifikasi Keamanan 

Berkenaan dengan kerahasiaan dan keterbukaan arsip menyangkut 

kewajiban suatu pihak untuk merahasiakan informasi tertentu dari orang 

yang tidak berhak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan terhadap 

akses arsip. Secara umum, arsip di lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman terbagi dalam kategori sebagai berikut: 

1. Biasa 

Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang termasuk ke 

dalam kategori arsip biasa merupakan arsip yang apabila informasinya 

diketahui oleh publik tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu 

kinerja satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman. 
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Arsip berkategori biasa dapat diakses oleh pengguna internal maupun 

eksternal, yaitu penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengelola 

arsip, pengawas, penegak hukum, dan publik. 

2. Terbatas 

Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang termasuk ke 

dalam kategori arsip terbatas merupakan arsip dari segi bobot 

informasinya apabila diketahui oleh publik yang tidak berhak dapat 

mengakibatkan terganggunya kinerja unit teknis di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 

Arsip berkategori terbatas hanya dapat diakses oleh penentu kebijakan, 

pelaksana kebijakan paling rendah eselon IV, pengawas, dan penegak 

hukum. 

3. Rahasia 

Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang tergolong ke 

dalam kategori rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila 

diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan 

terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional 

dan/atau ketertiban umum, khususnya institusi Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman. Arsip berkategori rahasia hanya dapat 

diakses oleh penentu kebijakan paling rendah eselon I, pengawas, dan 

penegak hukum. 

4. Sangat Rahasia 

Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang tergolong ke 

dalam kategori sangat rahasia adalah arsip yang memiliki informasi 

apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan 

terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional 

dan/atau ketertiban umum khususnya institusi Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman. Arsip berkategori sangat rahasia 

hanya dapat diakses oleh penentu kebijakan paling rendah eselon I, 

pengawas, dan penegak hukum. 
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C. Klasifikasi Akses 

Berdasarkan ruang lingkup pengguna, Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman menentukan hak akses bagi pengguna yang berhak untuk 

mengakses arsip. Pengguna yang diberikan hak akses, terdiri dari 2 (dua) 

golongan yaitu pengguna yang ada di lingkungan internal dan pengguna dari 

lingkungan luar instansi (eksternal). Penggolongan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengguna yang berhak di lingkungan internal 

a. Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses 

seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan 

ketetuan sebagai berikut: 

1) Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Menteri Koordinator yang 

mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di 

semua level yang berada di bawah kewenangannya. 

2) Pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan level 

tertinggi), yaitu seluruh pejabat eselon I yang mempunyai 

kewenangan untuk mengakses arsip dibawah kewenangannya 

dan diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada 

pimpinan level tertinggi dengan izin pimpinan tingkat tertinggi. 

3) Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan 

level tinggi), yaitu pejabat eselon II dan pejabat eselon III yang 

mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di 

bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses 

untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi 

dan pimpinan tingkat tinggi kecuali telah mendapatkan izin 

dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 

b. Pelaksana Kebijakan, yaitu pejabat eselon IV, arsiparis, pejabat 

pelaksana dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk 

mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya 

dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses 

untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat 

rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan 

tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat 

di atas unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat 

pimpinan tinggi madya yang terkait. 
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2. Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal 

a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan 

klasifikasi biasa/terbuka sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

b. Inspektur selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 

mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada 

pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh 

arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi 

pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan 

Pembangunan (BPKP). 

d. Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip 

pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum 

yang sedang di tanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi 

penegakan hukum. 

 

D. Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip 

1. Pengamanan Penyimpanan di Ruang Simpan Arsip 

Pengamanan arsip merupakan kegiatan/tata cara untuk mengamankan 

fisik dan informasi arsip. Pengamanan arsip dapat dapat dimulai dari 

ruang penyimpanan arsip yang secara keseluruhan mencakup fasilitas 

pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan 

ruangan, dan media simpan arsip yaitu filling cabinet dan mobile file. 

2. Penyampaian Arsip 

Penyampaian arsip merupakan kegiatan pengiriman arsip dengan tetap 

memperhatikan keamanan fisik maupun informasi arsip. 

3. Daftar Arsip Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 

Dinamis. 

Penciptaan daftar arsip berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses 

termasuk ke dalam pengamanan informasi arsip. Tujuannya sebagai 

acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang 

berada di pusat arsip. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman ini merupakan petunjuk dalam 

penyelenggaraan kearsipan bagi pejabat dan pegawai di unit kearsipan dan 

unit pengolah pada setiap satuan unit satuan kerja di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                               Ttd 

 

     LUHUT B. PANDJAITAN 

 

 






































